SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

a. bahwa untuk mempermudah verifikasi dan validasi data
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diperlukan
optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan dokumen
kepegawaian digital dalam Sistem Informasi Manajemen
Administrasi Kepegawaian;

b. bahwa sebagai pedoman penatalaksanaan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil secara elektronik diperlukan
pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu mengatur tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik
dengan Peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat
Daerah, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah
Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.



6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lumajang.

7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lumajang.

8. Bidang Mutasi dan Promosi adalah Bidang Mutasi dan
Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang.

9. Sub Bidang Kepangkatan adalah Sub Bidang Kepangkatan
pada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lumajang.

10. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya
disingkat SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Lumajang.

11. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik
yang selanjutnya disebut e-Pangkat merupakan layanan
yang dikhususkan untuk penanganan administrasi
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dengan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi
Kepegawaian.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan landasan pedoman proses pengusulan dan
verifikasi kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang melalui e-Pangkat.

Pasal 3

Sasaran e-Pangkat adalah untuk memudahkan proses
pengusulan dan verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB III
MASA, JENIS DAN TATA CARA PENGUSULAN
MELALUI E-PANGKAT

Bagian Kesatu
Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 4

Masa Kenaikan Pangkat bagi PNS ditetapkan tanggal 1 April
dan 1 Oktober setiap tahun.



Bagian Kedua
Jenis Layanan Kenaikan Pangkat

Pasal 5

Jenis layanan kenaikan pangkat pada e-Pangkat adalah :
a. Kenaikan Pangkat Reguler;

b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

c. Kenaikan Pangkat Struktural,

d. Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu;

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada PNS yang tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
tertentu.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada PNS
yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dan
telah lulus ujian penyesuaian ijazah.

Kenaikan Pangkat Struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan kepada PNS yang
menduduki jabatan struktural.

Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan kepada PNS
yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengusulan melalui e-Pangkat

Pasal 7

PNS yang diusulkan kenaikan pangkat wajib melengkapi
semua dokumen kepegawaian di SIMAK.

Pengelola Kepegawaian PD memastikan kelengkapan,
validitas data serta dokumen kepegawaian di SIMAK bagi
PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya.

Pengelola Kepegawaian PD menginput nama-nama PNS
yang diusulkan kenaikan pangkat di e-Pangkat.

Pengelola Kepegawaian PD mengunggah data elektronik
surat usulan kenaikan pangkat di e-Pangkat.

Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan dan
ditandatangani oleh Kepala PD.

Petunjuk teknis pengoperasian sistem e-Pangkat ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 38



